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KATA PENGANTAR  

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan 

semesta alam yang selalu memberikan Rahmat serta hidayahnya  Sehingga kami dapat 

menyelesaikan penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah triwulan 2 

tahun 2024 penyelenggaraan SPIP di lingkungan Stasiun kipm Gorontalo bertujuan untuk 

memberikan keyakinan yang memadai atas terciptanya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efisien dan efektif keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset 

negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan kami menyadari laporan 

ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan sehingga kami mengharapkan adanya 

saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya semoga laporan ini dapat 

bermanfaat bagi para pengambil kebijakan untuk mencapai tata pemerintahan yang 

efektif dan efisien dengan mewujudkan kredibilitas laporan keuangan pengamanan aset 

negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan di lingkungan Stasiun KIPM 

Gorontalo  

 

Gorontalo 10 Juni 2024  
kepala  

 

Abdul Kadir SPI MSI 
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 RINGKASAN EKSKLUSIF 

  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan salah satu cara yang telah 

ditempuh oleh pemerintah dalam merumuskan metode guna memperbaiki sistem 

Pengendalian internal agar pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat dijalankan secara 

efektif efisien transparan dan akuntabel melalui pembangunan budaya Pengendalian 

internal internal control culture untuk mendukung terselenggaranya sistem Pengendalian 

internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan melalui 

peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-

KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga diharapkan adanya 

peningkatan penerapan Pengendalian internal secara sistematis masif dan terstruktur 

untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

 penerapan SPI Stasiun KIPM Gorontalo dilaksanakan melalui penyelenggaraan 

pengendalian rutin pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan 

manajemen risiko laporan Sistem Pengendalian Internal pada Stasiun KIPM Gorontalo 

terdiri dari Formular: SP-SDM, Formulir : SPI-ANG, Formulir SPI PJ/b Formulir SPI BMN 

Formulir SPI-KN dan Formuir Manajemen Risiko. 
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I. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP 

 1.1 Latar Belakang 

 undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang 

ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendali Internal Pemerintah merupakan salah satu cara yang telah ditempuh 

oleh pemerintah dalam merumuskan metode guna memperbaiki sistem Pengendalian 

internal agar pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat dijalankan secara efektif efisien 

transparan dan akuntabel melalui pembangunan budaya Pengendalian internal internal 

control culture selanjutnya Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2011 

tentang percepatan akuntabilitas keuangan negara dan Menpan RB melalui Surat Edara 

Nomor 12 tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Internet mendorong 

pelaksanaan reformasi beroperasi dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 

efektif dan efisien keuangan pengamanan Asia Tenggara dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang sebagai media ambangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008. 

 kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah tersebut menggambarkan betapa 

kuatnya keinginan pemerintah untuk mewujudkan adanya tata kelola pemerintahan 

berkualitas dan akuntabel. Perarturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 sebagaimana 

tersebut di atas, sebagaimana merupakan tindak lanjut dari pasal 58 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaraan Negara yang mengamanatkan 

bahwa presiden selaku kepala pemerintahan mengatur sistem Pengendalian internal di 

lingkungan pemerintah secara menyeluruh 

 sejalan dengan hal tersebut Tata kelopak pemerintah yang tertib efektif efisien akuntabel 

transparan khususnya dihubungkan komputer Kelautan dan Perikanan akan mendapat 

terwujud apabila seluruh Pimpinan dan pegawai mempunyai pemimpin yang kuat dalam 

menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pemerintahan di 

unit kerja masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan mulai dari 

perencanaan pelaksanaan laporan sampai dengan pertanggungjawaban harus 

dilaksanakan secara tertib terkendali efektif dan efisien..Untuk mendukung 

terselenggaranya sistem Pengendalian internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan secara berkelanjutan maka diperlukan adanya peningkatan penerapan internal 

di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan maka 
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diperlukan adanya peningkatan  penerapan pengendalian intern secara sistematis, masif 

dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

 selaras dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perikanan Nomor 10/MEN-

KP/2016 tentang penyelenggara SPIP lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

maka SKIPM Gorontalo telah melakukan berbagai upaya untuk implementasikan 

pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerina Kelautan dan Perikanan maka SKIPM 

Gorontalo telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengimplementasikan 

pelaksanaan SPI di lingkungan SKIPM Gorontalo, yang merupakan proses yang integral 

pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk mencapai kegiatan yang efektif dan efisien melalui kehandalan pelaporan 

keuangan, pengamatan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan 

 1.2 dasar hukum 

  laporan Sistem Pengendalian Internal didasarkan pada : 

1.  Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perpindahan Negara  

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan 

Kinerja Instansi Pemerintah ; 

3.  Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian internal 

Pemerintah 

 4.  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Percepatan 

Peningkatan Kualitas akuntabilitas Keuangan Negara 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.10/MEN/2016 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan. 

 

 1.3 Maksud Dan Tujuan 

 laporan ini disusun dalam rangka efektifitas penyelenggaraan sistem 

Pengendalian internal pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan nomor : PER.10/MEN/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan  

Tujuan Penyelenggaraan SPI adalah untuk memberikan keyakinan yang 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif 

keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan di lingkungan Stasiun KPM Gorontalo 
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1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam laporan ini adalah unit pelaksana teknis (UPT) Stasiun 

keplemen Gorontalo pada triwulan 2 tahun 2024. 

 1.5 sistematika penyajian laporan 

  Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, 

maka Tim SPI Stasiun KIPM  Gorontalo menyusun laporan triwulan yang memuat 

informasi-informasi: 

 a.  Ringkasan 

  Merupakan Uraian singkat dari laporan penyelenggaraan SPIP yang telah 

dilaksanakan 

 b.  Pelaksanaan kegiatan 

  Berisikan uraian dari Rencana dan Realisasi masing-masing pelaksanaan tahapan 

penyelenggaraan kegiatan SPIP yaitu tahap pemahaman dan tahap pelaksanaan 

 C.  Hambatan 

  Berisikan uraian hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang 

menyebabkan tidak terwujudnya efektivitas penyelenggaraan SPP 

 d.  Rencana pemecahan masalah 

  Merupakan uraian rencana pemecahan masalah terhadap hambatan yang dihadapi 

dalam penyelenggaraan SPIP. 

 e.  Tindak lanjut pemecahan masalah 

  Merupakan uraian realisasi dari rencana pemecahan masalah dalam 

penyelenggaraan SPB pada periode sebelumnya 
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II PELAKSANAAN KEGIATAN 

2.1 Prinsip Umum 

  Dalam suatu instansi sistem Pengendalian internal adalah bukan suatu 

mekanisme yang dapat berjalan sendiri tetapi sistem pengendalian intern merupakan 

suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang menjadi satu dalam seluruh kegiatan 

instansi yang dilakukan secara terus-menerus serta terintegrasi yang memerlukan 

adanya keterlibatan dan partisipasi pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan 

kegiatan pengendalian pola memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien 

keadaan keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara serta ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem 

pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang efektif dan efisien perlu disusun strategi dan 

kebijakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan SPIP 

 prinsip umum yang harus diperhatikan yaitu : 

 1  sistem Pengendalian internal SPI sebagai proses yang integral dan menyatu dengan 

instansi atau kegiatan secara terus-menerus SPI mempunyai sifat yang holistik yaitu 

merupakan bagian integral dan menyatu dalam setiap sistem yang digunakan 

manajemen untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan dan bukan suatu sistem 

yang terpisah dari seluruh kegiatan manajemen 

 2  efektivitas SPI dipengaruhi manusia 

  Efektivitas penerapan sistem pengendalian intern sangat berpengaruhi oleh manusia 

sebagai pelaksanaannya yaitu pemimpin dan seluruh pegawai dalam instansi 

manajemen menetapkan tujuan merancang dan melaksanakan mekanisme 

pengendalian moment atau serta mengevaluasi Pengendalian selanjutnya Pimpinan 

dan seluruh pegawai dalam instansi mempunyai peranan penting dalam membangun 

komitmen dan melaksanakan pengendalian yang telah direncanakan secara aktif 

 3  SPI memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan yang mutlak 

pengendalian intern yang sudah direncanakan dengan baik belum dapat menjamin 

secara mutlak bahwa tujuan akan tercapai secara efektif hal tersebut disebabkan 

apabila Pimpinan dan pegawai melakukan pertimbangan yang keliru pengabaian dan 

adanya kolusi dalam pelaksanaannya 
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 4. penerapan SPI disesuaikan dengan kebutuhan ukuran kompleksitas serta tugas dan 

fungsi pengendalian intern dirancang sebagai alat bantu dalam mencapai tujuan 

organisasi dan operasional bentuk luas cakupan dan kedalaman pengendalian 

disesuaikan dengan kebutuhan ukuran kompleksitas sifat tugas dan fungsi satuan 

kerja  

5  SPI berfungsi sebagai sistem peringatan dini early warning System Sistem 

Pengendalian internal berfungsi dengan sistem peringatan dini Herli warning System 

yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan dan pegawai untuk mendeteksi dan 

mencegah adanya risiko yang akan menghambat dalam proses pencapaian tujuan 

selanjutnya diperlukan adanya pendekatan manajemen risiko tata kelola 

pengendalian risiko untuk meminimalisasi resiko dan mengurangi dampak agar 

tujuan organisasi dan tujuan operasional dapat tercapai secara efektif strategi dan 

kebijakan penyelenggaraan tersebut merupakan keterampilan tertuang dalam 

tahapan penyelenggaraan SPP  
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2.2 Tahapan Penyelenggaraan SPIP 

  Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

meliputi beberapa tahap sebagai berikut 

 1. Pemahaman 

 adalah tahap untuk membangun kembali kesadaran menyamakan persepsi dan 

penyegaran mengenai SPIP Hal ini sebagai upaya untuk mengintemalisasi SPP agar 

tetap menjadi bagian yang integral menyatu dengan kegiatan kepemerintahan yaitu 

dengan melibatkan seluruh tingkat pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan kegiatan untuk membangun kembali kesadaran penyamaan 

persepsi dan penyebaran antara lain meliputi : 

 a) Pembinaan 

 pelaksanaan kegiatan pembinaan dapat dilakukan oleh satuan tugas pusat SPIP 

Kementerian inspektorat jenderal Satgas SPG dan juga diperlukan dengan 

melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan pemerintah BPKP salah Konvensi pemilihan 

penyelenggaraan SPP internasional 

b) Fokus grup discussion FGD  

metode lain untuk membangun kembali kesadaran menyamakan persepsi dan 

penyegaran mengenai SPIP adalah dengan menyelenggarakan diskusi kelompok 

atau fgd tim SPI pada satuan kerja menjadi peserta dalam diskusi Dengan tugas 

antara lain : 

 1. Membantu diskusi kelompok dalam SBD 

 2. Menyiapkan materi diskusi yang diupayakan ke arah pemahaman atas semua 

unsur SPIP termasuk sub unsur butir-butir dan hal-hal yang menjadi perhatian 

dalam diskusi 

 3  Memberikan contoh penyelenggaraan pengendalian intern Pada pelaksanaan 

tugas dan fungsi dalam kegiatan pemerintahan 
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 2. Pelaksanaan 

 a  Internalisasi 

internalisasi adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai untuk 

menerapkan SPI dalam pelaksanaan tugas tentang dan fungsi sehari-hari 

penerapan SPI dilaksanakan menurut penyelenggaraan pengendalian rutin 

pengendalian perkara dan pengadilan dengan pendekatan manajemen risiko. 

b) Pendokumentasian 

 pendokumentasian adalah proses dokumentasi terhadap pelaksanaan 

penyelenggaraan pengendalian intern yang dilaksanakan melalui 

penyelenggaraan pengendalian rutin pengendalian berkala dan pengendalian 

dengan pendekatan manajemen risiko 

 

 3  Pelaporan 

  Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP 

maka tim SPI menyusun laporan bulanan yang memuat informasi-informasi: 

a. ringkasan merupakan Uraian singkat dari laporan pelanggan SPP yang telah 

dilaksanakan 

b. pelaksanaan kegiatan berisikan uraian dari rencana dan Resesi masing-masing 

pelaksanaan kegiatan SPP yaitu tahap pemahaman dan tahap pelaksanaan 

c. hambatan berisikan ukuran hambatan dan pelaksana penyelenggara SPP yang 

menyebabkan tidak terwujudnya seperti aktivitas penyelenggaraan SPIP 

d. rencana pemecahan masalah merupakan orang yang rencana pemecahan 

masalah terhadap hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPP 

e. tindak lanjut pemecahan masalah merupakan uraian realisasi dari rencana 

pemecahan masalah dalam penyelenggaraan sppi pada periode sebelumnya 

 

 4 Pengembangan Berkelanjutan 

  Penerimaan SPP yang telah dievaluasi baik oleh internal maupun eksternal 

Digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPIP untuk periode 

berikutnya. 
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 5 evaluasi 

a. evaluasi penyelenggaraan SPIP merupakan rangkaian Kegiatan 

membandingkan antara hasil dan atau prestasi kegiatan dengan standar dan 

rencana penyelenggaraan SPIP 

 b.  evaluasi penyelenggaraan SPP bertujuan untuk menentukan dan 

menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegagalan dalam 

tahapan penyelenggaraan SPIP 

c.  hasil evaluasi disampaikan dalam laporan penelitian setiap bulan 

 

 2.3  Lingkungan Penyelenggaraan 

  untuk dapat menyelenggarakan SPIP secara efektif maka SPP Dilaksanakan 

secara sistematis dan terstruktur melalui 3 tingkatan penganggaran yaitu : 

1. tingkat kebijakan pada Kementerian Pengendalian internal untuk tingkat kebijakan 

pada Kementerian dilaksanakan untuk mengkoordinasi penyelenggaraan SPP di 

lingkungan Kementerian Pertahanan dan Perikanan 

2. Tingkat kebijakan pada seorang United salah satu 

  Pengendalian internal dan tingkat kebijakan pemerintah salah satu dilaksanakan untuk 

mengkoordinasi penilaian SPP di lingkungan militer 

3. Tingkat operasional satuan kerja 

  pengendalian internasional diselenggarakan pada lingkungan satuan kerja yaitu 

meliputi atau bekerja pada kewenangan kantor pusat kantor daerah proses dan tingkat 

pembantuan tugas perbantuan 

 

 2.4  Pengendalian 

  Dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan kemungkinan Kelautan dan 

Perikanan pelaksanaan melalui tiga jenis pengendalian meliputi 

 1. Pengendalian Rutin 

 pengendalian rutin dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap hari risiko 

yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengadilan rutin antara lain dalam 

aspek organisasi perencanaan aspek pengelolaan keuangan pelaksanaan anggaran 
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penerimaan negara bukan pajak pnbp akuntansi dan pelaporan serta kerugian negara 

aspek kepegawaian dan aspek kinerja sekurang-kurangnya meliputi seperti pada tabel 1  

Tabel 1 Daftar Kelompok Uraian Risiko pada pengendalian rutin
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2. Pengendalian Berkala 

 Pengendalian berkah merupakan sarana penyimpanan informasi aktual mengenai 

kondisi beberapa aktivitas strap kegiatan kepada pimpinan unit Salon 1 dan kepala 

satuan kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian 

daftar formulir pengendalian berkala dapat dilihat pada tabel 2 

 TAbel 2. Daftar Formulir Pengendalian Berkala 

 

 a) Pengendalian Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan  

Pengendalian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kapasitas SDM 

pengelola keuangan hingga kepala satuan kerja dapat mengetahui kesenjangan atau 

kelemahan dan terwujudnya diwujudkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai 

dengan ukuran kompleksitas dan sifat ada tugas dan fungsinya yang bersangkutan 

secara berjenjang informasi persediaan pola yang di tingkat universitas 

b)  Pengendalian Penyusunan Anggaran 

 ini bertujuan untuk memberikan jaminan kapasitas bahwa komponen yang diusulkan dari 

aspek keuangan telah sesuai dengan keuangan yang berlaku mungkin dalam pekerjaan 

salah satu kapal selam bekerja bertanggung jawab terhadap kebenaran sudah 

langganan di lingkungan dan keadaan keuangan yang berlaku 

 c) Pengendalian Pengadaan Barang Dan Jasa 

 pengendalian ini berpindah untuk memberikan informasi tentang rencana dan 

pelaksanaan tambahan khusus pengadaan barang dan jasa Sehingga kepala satuan 

kerja dapat mengetahui proses pengadaan barang jasa yang mempunyai permasalahan 

selanjutnya diwajibkan melakukan kegiatan pengenalan sesuai dengan ukuran 

kompleksitas dan sifat dari tugas fungsi instansi bersangkutan secara berjenjang kepada 

dan barang jasa mempunyai permasalahan di tingkat indeks dalam satu pimpinan di 
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Universitas dalam satu wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan 

pengendalian 

d) Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) 

 Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengelolaan BMN yang 

mempunyai permasalahan sehingga kepala sosial bekerja dapat mengetahui pilihan yang 

mempunyai permasalahan selanjutnya persetujuan sesuai dengan ukuran kompleksitas 

dan sifat dan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan secara bertimbang 

berjenjang terkait dengan informasi pemimpin yang mempunyai masalah di tingkat 

nasional menetapkan kegiatan pengendalian. 

 e) Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara (KN) 

 Pengendaliannya bertujuan untuk memberikan informasi tentang penyelesaian kerugian 

negara dan identifikasi kerugian negara sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui 

perkembangan proses penyusunan kerugian negara maupun adanya indikasi kerugian 

negara dan hambatannya jika ada. Selanjutnya Kepala Satuan kerja diwajibkan 

melakukan kegiatan pengendalian  sesuai dengan ukuran. Kompleksitas dan sifat dari 

tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara berjenjang terkait dengan 

formasi penyesaian kerugian negara dan indikasi kerugian negara ditingkat Eselon 1 

wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian. 

 a. Pengendalian dan pendekatan manajemen risiko 

 Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik resiko melakukan pengendalian yang lebih 

memadai dan dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan serta 

aktivitas kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas kegiatan diperkirakan tidak cukup hanya 

dengan pengendalian rutin maka untuk mencapai tujuan suatu Aktivitas kegiatan tersebut 

pimpinan catatan kerja sebagai pemberi suka melakukan pengendalian yang lebih 

memadai dan dengan pendekatan manajemen risiko 

 a Kategori rencana kegiatan dan aktivitas kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian 

dengan pendekatan manajemen risiko 

 1) kebijakan 

 Rencana kebijakan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen 

risiko : 

 a) kebijakan yang kemungkinan akan berimplikasi pada timbulnya anggaran atau 

berpengaruh terhadap perubahan struktur anggaran 

 b)  kebijakan yang akan berimplikasi pada munculnya aktivitas/ kegiatan baru 
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 c) Kebijakan yang akan berimplikasi pada perubahan tujuan organisasi maupun 

operasional 

 d)  Kebijakan yang akan berimplikasi pada perubahan struktur organisasi dan 

 e) Kebijakan yang dalam pelaksanaannya akan melibatkan organisasi inflasi dan pihak 

lain di luar Kementerian 

 2)  Aktivitas/ kegiatan 

 Rencana aktivitas kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan 

manajemen risiko : 

 a) Mempunyai alokasi anggaran relatif besar sehingga jika terjadi kesalahan kelemahan 

dan atau penyimpangan akan berakibat dan berdampak negatif secara material terhadap 

kontrol kualitas keuangan dan kinerja 

 b) Khusus untuk pengadaan barang jasa kemungkinan mempunyai tingkat Kegagalan 

tinggi dalam mencapai tujuan dan pemanfaatan yang disebabkan 

 1. adanya Keterbatasan waktu sejak dan berkonsultasi perencanaan persiapan 

pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaan 

 2.  dalam pelaksanaannya sangat bergantung dipengaruhi oleh kondisi alam cuaca 

dalam kurung angin gelombang laut hujan dan lain-lain dan lingkungan masyarakat 

setempat 

 3.  aksenbilitas keterjangkauan lokasi pelaksanaan aktivitas kegiatan dengan satuan 

kerja penyelenggara 

 4. aksesbilitas/ keterjangkauan lokasi pelaksanaan aktivitas kegiatan dalam mobilitas 

peralatan mesin bahan baku dan SDM 

 5. adanya keterbatasan persediaan bahan baku barang dalam negeri dan sangat 

bergantung dengan supply dari luar negeri sebagai input aktivitas kegiatan dan  

 6. pengadaan barang jasa yang menurut pertimbangan pimpinan satuan kerja diperlukan 

pengendalian yang lebih mewabah dari pendekatan manajemen risiko 

 7. mempunyai tingkat kompleksitas yang rata tinggi yaitu dalam pelaksanaannya harus 

mendapatkan impor dan atau harus melibatkan satker atau unit lain baik dari dalam 

maupun luar Kementerian begitu pula dalam pemanfaatannya 

 b.  Penilaian Resiko 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor :  60 tahun 2008 tentang Sistem Pemerintah 

Pengendalian Internal Pemerintah pasal 13 ayat 1 bahwa pimpinan investasi pemerintah 
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wajib melakukan pembelian fisika atas bahwa pimpinan instansi wajib menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas dan 

fungsi instansi pemerintahan bersangkutan dan ayat 2 huruf b bahwa kegiatan 

pengalihan harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko 

  Dari uraian pasal 13 pasal 18 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

pelaksanaan kegiatan pengiriman tidak dapat dilaksanakan Dari adanya resiko dan 

adanya kewajiban pimpinan untuk menaikkan suku dalam suatu instansi untuk 

mengetahui adanya resiko dalam surat instansi yang berasal dari kegiatan dan aktivitas 

maka diperlukan adanya penilaian risiko. 

  Salah satu titik tolak dan kegiatan pengadilan adalah penilaian risiko sehingga 

penilaian resiko menjadi tahapan yang penting bagi pimpinan instansi pemerintah untuk 

menjalankan pengendalian dalam rangka mencapai suatu tujuan instansi berkaitan 

dengan hal tersebut pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu merumuskan 

pendekatan dan sifat risiko yaitu suatu proses Tata kelak pengendalian risiko yang 

terencana promotif dan berkelanjutan yang meliputi penilaian resiko kegiatan 

pengembalian Pemantauan dan pelaporan pengendalian fisika termasuk berbagai 

strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan mengurangi dampaknya dengan 

dapat demikian tujuan Kementerian Kelautan perikanan dapat tercapai secara vegetatif 

dan efisien 

 c.  Tahapan Penilaian Risiko 

 Penilaian risiko dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pasal 13 sampai dengan pasal 17 

dalam pelaksanaan penilaian risiko menggunakan pendekatan penilaian Mandiri (control 

self assessment/ CSA) dengan tahapan yang terdiri dari : 

 1.  Menetapkan rencana kebijakan non aktivitas kegiatan yang akan disusun rencana 

pengendaliannya sebagai objek peninggalan risiko membuat tape ide yang terdiri 

dari seluruh pegangan pimpinan hampir terkait yang memahami atau akan terlibat 

dalam masalah kebijakan dan aktivitas kegiatan yang akan menjadi objek penilaian 

risiko 

 2.  Menyiapkan SOP atau menyusun bagan arus flowchart Proses bisnis dari 

kebijakan dan aktivitas kegiatan yang akan menjadi objek peninggalan risiko 

 3.  Penetapan tujuan yang jelas dan konsisten spesifik terukur dapat dicapai oleh 

sistem analistis untuk terikat waktu baik untuk tujuan kebijakan dan akibat kegiatan 

maupun 
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 4.  Peserta FGD berdiskusi untuk menetapkan risiko-risiko yang dihadapi dan beserta 

timbulnya resiko 

 5.  Peserta FGD Melakukan analisis untuk menentukan dampak negatif juga secara 

konkret terhadap pencapaian tujuan ; 

 6.  Peserta FGD melakukan identifikasi risiko untuk mengetahui dan mengenal 

sumber dari resiko secara konkrit baik dari internal maupun eksternal Kementerian 

Kelautan dan Perikanan; 

 7.  resiko-resiko yang telah ditetapkan selanjutnya peserta didik menetapkan sifatnya 

yaitu masih dapat dikendalikan control atau relatif tidak dapat dikendalikan uncount 

controllable oleh manajemen diutamakan risiko pada kegiatan yang dapat 

dikendalikan kontrol bola satuan kerja 

 8.  dari unsur-unsur yang telah ada peserta pengiriman menetapkan rencana 

pelaksanaan pengenalan Apakah dapat dilakukan dengan cara perpenting masih di 

bawah dan dalam rentan kendali manajemen atau hanya dengan rencana kontensi 

suatu keadaan belum tentu karena di luar hutan kendali manajemen 

 9.  Selanjutnya setiap peserta FGD memberikan  persepsi secara kuantitas untuk 

mengukur kemungkinan terjadinya resiko (jarang terjadi, kemungkinan kecil  terjadi, 

Kemungkinan sedang terjadi kemungkinan besar terjadi dan hampir pasti terjadi) 

dan dampak yang ditimbulkan resiko tidak signifikan kecil sedang besar dan sangat 

besar kata tropik terhadap tujuan jika suatu resiko terjadi 

 10.  peserta FGD menetapkan secara konkret untuk kegiatan-kegiatan pengendalian 

bertujuan untuk meminimalisasi resiko serta untuk mengurangi dampak dari resiko 

terhadap pencapaian tujuan 

 11.  selanjutnya peserta FGD menetapkan rencana waktu kegiatan pengendalian 

 12.  peserta PGD memberikan persepsi secara kuantitatif ada atau tidaknya adanya 

risiko yang akan tersisa resiko residual kemungkinan dan dampak yang terjadi 

terhadap tujuan setelah dilakukan kegiatan pengendalian 

 dalam pelaksanaan penilaian risiko dibutuhkan fasilitator yang akan 

mengorganisasikan pelaksanaan diskusi dan membantu menggali informasi sebanyak 

mungkin yang berguna untuk menetapkan risiko dan cara kegiatan pengukuran dari 

siapa yang memadai 
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 D formulir penilaian resiko 

 dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk mengatasi yang baik 

atas SPI. Rencana kegiatan pengendalian yang telah diuraikan dalam formulir dan 

ditetapkan dari hasil pelaksanaan penilaian risiko akan digunakan untuk 

penyelenggaraan manajemen risiko. Media untuk doumentasi adalah formulir penilaian 

risiko. Media untuk dokumentasi adalah formulir penilaian risiko. 

Kriteria untuk kemungkinan/ Probablitis/Likelihood tersebut adalah seperti pada tabel 3  
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 2.6 Pengendalian SPIP di stasiun KIPM Gorontalo 

  setiap pimpinan unit kerja wajib menyusun menyampaikan laporan tentang 

penyelenggaraan SPI dengan kerja masing-masing 8 disampaikan secara berkah apabila 

sampai dengan tinggi kementerian dan pelaksanaan SPI laporan hasil penjualan sepeda 

masing-masing unit kerja lingkungan karena Kementerian saat ini akan direview pilihan 

dan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal selaku pengawas inter Kementerian. 

 Pelaporan SPI di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Stasiun KIPM Gorontalo dilakukan 

perbulan setiap tahunnya. Komponen kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan  1 

Tahun Anggaran 2024 antara lain : 

a. Pengendalian rutin oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap hari terghadap risiko 

antara lain dalam aspek organisasi, aspek perencanaan, aspek pengelolaan keuangan 

(pelaksanaan anggaran, penerimaan negara bukan oajak (PNBP), akuntansi dan 

pelaporan serta kerugian negara, aspek kepgawaian dan aspek kinerja 

b. Pengendalian berkala merupakan sarana enyampaian informasi aktual mengenai 

kondisi beberapa aktivitas/kwegiatan kepada pimpinan unit eselon 1 dan kepala satuan 
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kerja dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian. Berikut kondisi form 

pengendalian berkala : a) Kapasitas SDM Pengelolaan berupa pegawai yang meningkat 

pengetahuan dengan mengikuti diklat baik secara offline maupun daring; b) Penyusunan 

anggaran berupa penyesuianan pemutakhiran hal III DIPA sebagai Petunjuk Operaisona 

Kerja; dan c) penyerapan anggara sebesar Rp, 1.680.890.866 
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III Hambatan 

Hambatan dalam penyelenggaraan SPIP di Stasiun KIPM Gorontalo yaitu : 

1. Keterabatasan Sumber Daya Manusia atas berpindahnya pegawai ke Badan Karantina 

Indonesia dan pegawai teknis bidang kemutuan yang masih terbatas sehingga 

berpengaruh kepada kepada pelaksanaan pengendalian kualitas produk perikanan 

2. Adanya realokasi anggaran ke Badan Karantina Indonesia dan anggaran yang 

terblokir karena menunggu SOTK baru  sehingga menyebabkan program dan  kegiatan 

tidak bisa dilaksankan secara maksimal 
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IV RENCANA PEMECAHAN MASALAH 

 Rencana pemecahan masalah yang akan dilakukan yaitu : 

1. Menunggu pengangkatan CPNS dan P3K dari formasi yang sudah dialokasikan 

Angka Roma 5 tindak lanjut pemecahan masalah 

2. Menunggu pembentukan SOTK yang baru  dan revisi anggaran  
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V. TINDAK LANJUT PEMECAHAN MASALAH 

 Pemecahan masalah terhadap hambatan dalam penyelenggaaan SPI di Stasiun 

KIPM Gorontalo yaitu kegiatan dan  program belum bisa terlaksana karena blokir 

anggaran sudah akan dilakukan revisi berdasarkan revisi atas organisasi baru 

BPPMHKP sedangkan untuk kendala SDM akan dilaksanakan seleksi masuk P3K yang 

sudah tersedia sebanyak 5 Formasi 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 

PER.10/MEN/2016 tentang Penyelenggarran SPIP di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan Stasiunm KIPM Gorontalo telah melaksankan kewajiban 

dengan telah menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Triwulan II tahun 

2024 

2. Laporan SPI pada Staisun KIPM Gorontalo terdiri dari : Formulir : SPI-SDM, 

Formulir :SPI-ANG, Formulir : SPI-BJ, Formujlir : SPI-BMN, Formulir : SPI-KN dan 

Form Manajemen Risiko 
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